BAB S5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah dibahas pada Bab 4

tentang Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Pelayanan Perpajakan, Norma Subjektif,

dan Norma Moral Terhadap Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang

Pribadi maka dapat disimpulkan:

a.

Variabel sanksi pajak memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan
wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT. Dengan adanya pemberian
sanksi yang diberikan Dirjen Pajak kepada wajib pajak membuat wajib pajak
patuh. Semakin berat sanksi yang diterima wajib pajak maka semakin patuh
wajib pajak tersebut.

Variabel sistem pelayanan perpajakan tidak memiliki pengaruh untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT.
Hal ini disebabkan pelayanan dari petugas yang masih belum optimal.
Pelayanan yang kurang ramah dan tidak menyentuh hati wajib pajak untuk
patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Variabel norma subjektif memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan
wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT. Dengan dorongan yang ada
disekitar lingkungan wajib pajak mempengaruhi sikap dari tindakan wajib
pajak tersebut. Semakin positif lingkungan tersebut akan membawa dampak
yang positif untuk wajib pajak.

Variabel norma moral tidak memiliki pengaruh untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT. Sebagian besar
wajib pajak masih memiliki moral yang kurang baik. Banyak wajib pajak
yang masih tidak merasa bersalah apabila tidak melaporkan seluruh

penghasilan  dan  tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.
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5.2 Keterbatasan
Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang berada di
Kota Surabaya dengan insidental sampling.

b. Penelitian ini menggunakan dasar penghitungan sampel rosque dengan
jumlah sampel minimum 50.

c. Penelitian ini menggunakan survei sehingga terdapat kemungkinan responden

tidak mengisi kuisioner tersebut dengan sungguh-sungguh.

5.3 Saran
Terdapat beberapa saran terkait penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Peneliti selanjutnya dapat mengumpulkan data tidak hanya di Kota Surabaya
saja.

b. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan media yang ada, seperti google form
untuk mempermudah penelitian.

c. Peneliti selanjutnya dapat memilih waktu yang tepat untuk membagikan

kuisioner (tidak saat bulan yang sepi di KPP).
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